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WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR |6 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS

Menimbang

Mengingat

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Alih Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.

¢ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 962);

£

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Hoiﬁo.r 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara g.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomorSdo4); |
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahyn 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

=

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar Menjadj Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 9
Seri B.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang, h
2. Pemerintah Daerah adalah  Walikota sebagai  unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang,

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kota Padang Panjang, Ak

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang

e
B

selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Sanggar Kegiatan Belajar - pada Dinas Pendidikan,
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8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut
Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan
untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan  keaksaraan, pendidikan keterampilan da}n
pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain
yanﬂi ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik,

9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD
adalah pendidikan anak wusia dini di lingkungan Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Padang Panjang.

BAB II
ALIH FUNGSI

Pasal 2

(1) Dengan Heraturan walikota ini dilakukan alih fungsi UPTD SKB
menjadi Satuan PNF Sejenis.

(2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) chlakulcan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. SKB tetap digunakan scbagal nomenklatur Satuan PNF
Sejenis yang diselenggarakan oleh Daerah,;

b. Tugas SKB diubah menjadi tugas satuan PNF Sejenis;dan

c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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'BAB III -
KEDUDUKAN, ‘I"UGAB DAH FUNGSI
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T} BAB VII

3 KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 11

E Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
: Daerah Kota Padang Panjang.

B - Ditetapkan di Padang Panjang
= ! pada tanggal ™MOA 2017
3 WALIKOTA PABANG PANJANG,

'_ Diundangkan di Padang Panjang
. pada tanggal 93 ML R | ¢

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

T B!

¥

~ BERITA DAERAH KOTA PADANG
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